
HAKIM NOMOR 64.3 

COURT CALENDER 

64.3. 

1. Untuk perkara pidana court calender sudah ditandatangani Hakim, Jaksa, 

Penasihat Hukum/Terdakwa tetapi berdasarkan  Mahkamah Agung menerbitkan 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 yang diterbitkan tanggal 

23 Maret 2020, edaran dimaksud menjadi dasar pijakan bagi lembaga peradilan 

kaitannya dalam proses penegakan hukum  pidana, yang kemudian pada 

tanggal 26 Maret 2020 Badan Peradilan Umum MA mengeluarkan Memorandum 

Nomor 72/DJU/PS.003/2020 terkait sidang pidana secara teleconference maka 

Panitera Pengganti membuat Berita Acara yang menyatakan bahwa court 

calender dan surat keterangan pikir-pikir hanya ditandatangani oleh Ketua 

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti karena persidangan masih dilakukan 

secara teleconference. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


